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`ABSTRAK

IMPLEMENTASI PP NO 24 TAHUN 1997 TENTANG  PENDAFTARAN TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI DELI SERDANG
NADILA DWI AGUSTIA
NPM : 165114018
Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya.Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di kantor BPN Deli Serdang.
Hasil penelitian dari permasalahan yang diambil adalah sertifikat merupakan 
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat memiliki kekuatan hukum jika: Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, Tanah diperoleh dengan itikad baik, Tanah di kuasai secara nyata, dan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat.

Pada aspek aplikasi, implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang belum mampu memenuhi standar persyaratan dan waktu pelayanan. Persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat menyebabakan waktu pelayanan menjadi lama, karena untuk diproses seluruh persyaratan sudah harus terpenuhi. Adapun faktor-faktor penghambat proses implementasi pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang sehingga mengakibatkan belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi, soisalisasi, sumber daya dan komitmen BPN Deli Serdang.
Kata Kunci: Implementasi, Kekuatan Hukum, Sertifikat Tanah
ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PP NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING REGISTRATION OF LAND IN THE COMPLETION OF DUAL DISPUTE CERTIFICATE IN DELI SERDANG
NADILA DWI AGUSTIA
NPM : 165114018

Land disputes occur because the land has an important position, which can prove the independence and sovereignty of the owner.Tanah has a function in the framework of the integrity of the state and function as the basic capital in order to realize the greatest prosperity of the people. 


The problem in this thesis is how the power of law of land ownership certificate in land dispute settlement and how factors causing Certificate of Property to the land have no legal force in land dispute on

Data collection method used is literature research (Library Research) that is by doing research on various sources of reading that is books, legal magazines, opinions of scholars, laws and also the materials and field research (Field Research) is by doing the spaciousness in this case the authors directly conduct a study at the Medan District Court by taking a related decision that is


A certificate is a valid proof of right as a strong proof of the physical data and juridical data contained therein, provided that the physical data and juridical data are consistent with the data contained in the relevant land records and books. The certificate has the legal power if: The certificate is issued legally on behalf of a person or legal entity, Land is obtained in good faith, Land is dominantly controlled, and Within 5 (five) years since the issuance of the certificate no one has objected in writing to the holder certificate and the Head of the local Land Office of the Regency / City or do not file a lawsuit to the court regarding the control of the land or the issuer of the certificate


In the application aspect, the implementation of the land registration policy in Deli Serdang Regency has not been able to meet the requirements and service time standards. Requirements that are difficult to fulfill by the community cause the service time to be long, because for all the requirements to be processed must be met. The inhibiting factors in the process of implementing land registration in Deli Serdang Regency have resulted in not going well because they are affected by the lack of coordination, socialization, resources and BPN Deli Serdang's commitment.
Keywords: Implementation, Legal Strength, Land Certificate
BAB I

PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang Masalah

1. Alasan Pemilihan Judul
Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul ini yaitu, untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memiliki suatu objek tanah agar memiliki bukti kepemilikan tanah. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan kekuatan hukum sertifikat hak milik dan tanah.
2. Kronologi Sertifikat Ganda di Deli Serdang
Konflik yang terjadi mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah yang terjadi di Deli Serdang yaitu dua bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No. HM No. 1895 atas nama Suradji terletak di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe  Kabupaten Deli Serdang 322 M2 dan seidang tanah dengan sertipikat HM No. 3941 atas nama Elly Poerwanto terletak di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang luas 322 M2 yang oleh kedua belah pihak ternyata dua obyek tanah tersebut berada dalam satu lokasi yang sama. 
Kasus posisi Kasus posisi obyek sengketa: Pertama, pihak yang mengalami masalah tanah (Overlapping) Suradji selaku pemegang sertifikat Hak Milik No. 1895/Pucangan diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 309/2013 sebagai pengadu dan Elly Purwanto selaku pemegang sertifikat Hak Milik No. 3941/Pucangan dengan dasar persil desa berada di lokasi yang sama sebagai Teradu. Kedua, Duduk Perkara Kasus Overlapping sertifikat, (a) Suradji memiliki sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1895 atas nama Suradji terletak di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang luas 322 m2 diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 309/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat oleh Seno Budi Santoso, SH selaku PPAT di Sukoharjo. 
Menurut Suradji diperolehnya sebidang tanah dengan sertipikat HM No. 1895 tersebut dengan jual beli yang sah sudah selayaknya mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut. (b) Didapati tanah yang tercatat dalam sertipikat HM No. 1895 yang terletak di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang telah terbit juga sertipikat dengan lokasi yang sama dengan nomor yang berbeda yaitu HM No. 3941 terletak di Desa Namo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atas nama Elly Purwanto. (c) Dari hal tersebut Suradji sebagai pihak Pengadu merasa bahwa tanah yang terletak di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang telah mengalami tumpang tindih. 
Oleh karena itu Taufiq Nugroho, SH selaku kuasa dari Bapak. Suradji melaporkan adanya indikasi overlapping antara HM No. 1895 Desa Namorambe dan HM No. 3941 Desa Namo Mungkur yang keduanya terletak dalam lokasi yang sama yaitu di desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan penanganan dan penyelesaian terhadap obyek sengketa tersebut. 
Selain itu, terdapat pula kasus sertipikat ganda pada tahun 2019 yaitu pada kasus yang terjadi antara Andi Maddusila Bin Andi Idjo dengan Bambang Sumijono  diatas sebidang tanah yang sama dimana selaku penggugat yaitu Andi Maddusila Bin Andi Idjo mempunyai tanah yang terletak di Desa Sawit Rejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat pemberian tertanggal 23 juni 1958 yang dibuat oleh Andi Idjo (ayah penggugat) yang menerangkan bahwa selaku pemilik tanah di desa sawit rejo dengan luas tanah + 5 Ha telah dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1958 sampai sekarang secara terus menerus serta telah membuat pagar tembok diatasnya dan penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah milik penggugat yang bersertipikat tersebut telah diterbitkan sertpikat oleh tergugat masing-masing yaitu VIII objek sengketa.
Tergugat dalam menertibkan sertipikat tidak meneliti terlebih dahulu data fisik dan data yuridis sehingga sertipikat objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII tersebut ditertibkan diatas sebagian tanah milik penggugat.

Tindakan tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang menertibkan sertipikat objek sengketa diatas tanah milik penggugat tanpa persetujuan penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi bahwa sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batas nya.

Hal tersebut membuat penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan dengan menempatkan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat.
Selain itu terdapat pula kasus setipikat ganda pada tahun 2018, pada tahun 2018 terjadi kasus setipikat ganda yaitu pada kasus yang terjadi antara Effendi Bin H. Arifin Siga dengan kantor pertanahan dan pihak ketiga H. Ambo Engka Abbas diatas sebidang tanah yang sama dimana selaku penggugat yaitu Effendi Bin H.Arifin Siga mempunyai tanah perkebunan seluas 25.000 M2 dengan nomor persil 162 DII Kohir 1187 C1 dan telah terbit diatasnya setipikat hak milik atas nama H. Ambo Engka Abbas dengan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan pejabat Tata Usaha Negara berupa dikeluarkannya sertipikat pihak ketiga atas nama H. Ambo Engka Abbas, dan mewajibkan kepada tergugat dalam hal ini pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut sertipikat yang telah dinyatakan batal tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan untuk tingkat banding masing-masing sebanyak Rp.250.000,00 dan menghukum termohon kasasi dengan membayar biaya perkara sebanyak Rp. 500.000,00.
Di Deli Serdang terdapat beberapa kasus yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan, salah satu nya adalah persoalan tanah, dan persoalan tanah yang masih terjadi saat ini adalah kasus sertipikat ganda yang diakibatkan oleh ketidakberesan administrasi pertanahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kabupaten Deli Serdang, bahwa jumlah kasus sertipikat ganda terjadi di Kabupaten Deli Serdang selama 3 Tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Data Kasus Sertipikat Ganda di Kabupaten Deli Serdang Dalam 3 Tahun terakhir
	No
	Tahun
	Jumlah Kasus

	1
	2017
	42 kasus

	2
	2018
	86 kasus

	3
	2019
	54 kasus


Sumber:https://www.bappenas.go.id/files/kajiantrp/WhitePaperPengelolaaPertanahan_Nasional.pdf
Kasus sertipikat ganda menyebabkan ketidakpastian hukum dan cacat administrasi pertanahan, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar, Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.
Dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang mengambil langkah mediasi. Penyelenggaraan mediasi diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yaitu Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersesebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI DELI SERDANG”.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Kabupaten Deli serdang?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya kasus sertifikat ganda di Deli Serdang?
3. Bagaimanakah penyelesaian kasus sertifikat ganda di Deli Serdang?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Deli Serdang
2. Untuk mengetahui penyebab munculnya kasus sertifikat ganda di Deli Serdang
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus sertifikat ganda di Deli Serdang
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan yang berfokus pada kajian kebijaksanaan pemerintahan dalam hal ini analisis penyelesaian kasus sertifikat ganda di Deli Serdang
2. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan yang berfokus pada kajian kebijaksanaan pemerintahan dalam hal ini analisis penyelesaian kasus sertipikat ganda di Deli Serdang
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Negara Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang corak kehidupan dan perekonomian rakyatnya masih bercorak agraris, dimana kehidupan rakyatnya masih bergantung pada tanah. Oleh karena itu tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting yang mencakupi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia.

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting bagi kehidupan manusia, segala kebutuhan manusia hampir seluruhnya tersedia di dalam tanah. Bagi setiap warga Negara, tanah menjadi kebutuhan fundamental terlihat dari antusias setiap orang dalam hal memperoleh tanah yang diinginkan, maupun mempertahankan tanah yang telah dimiliki.
Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.

Tanah merupakan faktor utama dalam melaksanakan pembangunan, meningkatnya pembangunan akan meningkatkan pula kebutuhan atas tanah, maka 

dari itu perlu adanya kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan pertanahan dalam bentuk asas-asas penguasaan tanah yang pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan konstitusional Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan guna meletakkan dasar bagi terciptanya suatu tata kehidupan dalam masyarakat dimana penguasaan tanah dapat memberikan nilai ekonomis secara maksimal dan jaminan hukum bagi yang mempunyainya.

Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
 

Ketentuan dasar ini dilaksanakan lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah Undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. 
Pendaftaran tanah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia, adanya jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Dengan melihat ketentuan Pasal 19 Undang-undang No 5 Tahun 1960, maka akibat hukum dari pendaftaran tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegangan hak atas tanah. Sertipikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan bagi pemegang hak yang bersangkutan. Namun dalam praktek sekarang ini berkenaan dengan sertipikat tanah, tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau lebih sertipikat tanah di atas sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih sertipikat tanah yang terbit di atas tanah yang sama ini lazim dikenal dengan tumpang tindihnya (overlapping) sertipikat yang membawa akibat ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.

Tumpang tindih sertifikat atau sertifikat ganda merupakan persoalan yang sering di temui di masyarakat, karena tanah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan, dimana persoalan tanah menjadi salah satu persoalan yang utama, serius, dan sensitif karena mudah menimbulkan konflik sosial dan juga melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal penyelesaiannya.

Di Deli Serdang terdapat beberapa kasus yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan, salah satunya adalah persoalan tanah, dan persoalan tanah yang masih terjadi saat ini adalah kasus sertipikat ganda yang diakibatkan oleh ketidak beresan administrasi pertanahan.
A.
Pengertian Sertifikat Ganda
“Menurut Ali Achmad Chomzah sertifikat ganda diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan sertifikat tumpang tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian daripada tanah tersebut.”

Sertifikat ganda adalah kejadian sebidang tanah memiliki 2 sertifikat tanah yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi ini. Tidak ada 2 bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Dengan demikian setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut.

Sertifikat ganda atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN yang akibat adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaimana tanah milik orang lain. Apabila dintinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri maka sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pada kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta langsung membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang dimaksud. Adanya surat-surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar-benar mempunyai hak atas tanah yang di belinya. Apalagi tidak ada bukti otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya. Dalam konteks inilah terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti berupa dokumen (sertifikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya. 

Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan yang diperoleh baik secara sah ataupun tidak sah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu akibat hukum (sengketa) bagi subjek hak maupun objek hak. Sertifikat ganda adalah surat bukti kepemilikian hak atas tanah yang diterbitkan lembaga hukum (BPN) yang terdiri diatas satu objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hukum.

Dalam konteks inilah terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti berupa dokumen (sertifikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya. Sertifikat Ganda ini terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap Kantor Pertanahan dibuat, dan atau digambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya sertipikat ganda akan kecil sekali.

Dalam pembahasan definisi mengenai sertifikat ganda sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa yang mendasari sehingga terjadinya sertifikat ganda adalah akibat dari kesalahan pencatatan pada saat petugas melakukan pengukuran dan perpetaan, adapun hal serupa sebagaimana disebutkan Sugiarto mengatakan bahwa sertifikat ganda adalah sertifikat yang diterbitkan lebih dari satu pada satu bidang tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga mengakibatkan ada kepemilikan bidang tanah hak yang saling bertindih, seluruhnya atau sebagian
B.
Pengertian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Atas perubahan ini sejak 27 Juli 2016 Jabatan Kepala Agraria dan Tata Ruang (ATR) dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Perubahan nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Adapun tugas dan fungsi Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah sebagai berikut. Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan nasional, regional, dan sektoral.
 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program dibidang pertanahan;
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerah bekerjasama dengan departemen keuangan;
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
12. Penyelenggaraan dan pelaksaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.
Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah
1. Pendafataran Tanah

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
 Dengan pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran tanah diharapkan bahwa seseorang lebih merasa aman tidak ada gangguan atas hak yang dipunyainya. Jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah adalah sangat digantungkan kepada sistem apakah yang dianut dalam melaksanakan pendaftaran tanah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, bahwa diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum (rechtskadaster/legal cadastre). Secara lebih rinci tujuan pendaftaran tanah diuraikan dalam Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 sebagai berikut :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang hak diberikan sertipikat sebagai suart tanda buktinya. Tujuan inilah yang merupakan tujuan utama dari pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 UUPA.
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Penyajian data dilakukan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk yang dikenal dengan daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan, terutama calon pembeli atau calon kreditur, sebelum melakukan suatu perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui dat yang tersimpan dalam daftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebut. Hal inilah yang sesuai dengan asas terbuka dari pendaftaran tanah.
c. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan, pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.

Adapun mengenai kepastian hukum yang dimaksud menurut Irawan Soerodjo adalah meliputi :
a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah disebut dengan kepastian subyek ha katas tanah.
b. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai obyek hak atas tanah.

Tanah yang telah didaftarkan tentunya memiliki informasi-informasi yang berkaitan dengan tanah tersebut. Tiap-tiap tanah yang telah didaftarkan akan diberikan nomor untuk mempermudah pencarian keterangan atau informasi atas tanah tersebut apabila diperlukan. Tanah yang sudah didaftarkan tentunya harus memiliki bukti-bukti autentik dalam bentuk tertulis. Bukti autentik tersebut dibuat dan diterbitkan dalam bentuk sertipikat hak. Oleh karena itu, secara yuridis Negara mengakui kepemilikan atas suatu tanah terhadap subyek hak atas tanah yang namanya terdaftar dalam sertipikat tanah tersebut dan dengan demikian maka pihak lain tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan jenis-jenis tanah apa saja yang harus didaftarkan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 9 ayat 1 mengenai obyek pendaftaran tanah meliputi:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

b. Tanah hak pengelolaan
c. Tanah wakaf
d. Hak milik atas satuan rumah susun
e. Hak tanggungan
f. Tanah Negara
Prof. Pitlo dalam buku beliau “Het System Van Het Nederlands Privaatrecht”, Halaman 136 menyatakan bahwa :
“Pada saat dilakukan pendaftaran tanah maka hubungan pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum. Sejak saat itu pulalah pihak ketiga dianggap mengetahui adanya hubungan-hubungan antara orang dengan tanahnya dimaksud untuk mana ia menjadi terikat dan wajib menghormati hak tersebut sebagai suatu kewajiban yang timbul dari kepatutan. Dari hal ini dapat kita lihat betapa pentingnya arti pendaftaran tanah tersebut dalam hubungannya dengan hak keperdataan seseorang anggota masyarakat”

Dalam sistem pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemberian hak tanah secara individual dan pemberian hak atas tanah secara kolektif. Berikut pengertiannya:

1. Pemberian hak atas tanah secara individual adalah pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau kepada badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau kepada beberapa badan hukum yang secara bersama bertindak sebagai penerima hak yang dilakukan dengan satu penetapan.
2. Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian atas beberapa bidang tanah yang diberikan kepada seseorang atau kepada sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau kepada beberapa badan hukum sebagai penerima hak yang diberikan dengan satu penetapan.
Hak-hak atas tanah yang diberikan, baik secara individual maupun kolektif, wajib untuk dicantumkan sebagai persyaratan untuk izin peralihan hak. Izin peralihan hak dicatatkan di dalam sertipikat.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi:
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya;
3. Penerbitan sertipikat
4. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikenal adanya dua sistem dari pendaftaran tanah di Indonesia, yakni sistem pendaftaran secara sistematik dan sistem pendaftaran tanah secara sporadik.
Bahwa pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan oleh pemerintah terhadap semua obyek pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan pendaftaran secara sporadik merupakan pendaftaran terhadap satu jenis obyek pendaftaran tanah atau beberapa obyek pendaftaran tanah selain itu, pendaftaran tanah secara sistematik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan oleh perorangan maupun massal terhadap tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :
1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.
2. Pendaftaran secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri.
3. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik

4. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah bagi pemegang haknya, Dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan dalam bidang yuridis berupa pengumpulan keterangan atau menginvetarisasi :
a. Hak atas tanah (status hukum dari tanah)
b. Siapa pemegang haknya (Subyeknya)
c. Hak-hak atau beban lain yang ada diatas tanah
2) Kegiatan dalam bidang teknik geodesi, berupa pengukuran pemetaan tanah dengan hasil peta-peta pemilikan tanah, surat-surat ukur dan gambar situasi
3) Kegiatan dalam bidang administrative berupa pembukuan hasil kegiatan yuridis dan teknis geodesi diatas, dalam daftar umum secara berkelanjutan dan terus menerus.
4) Pemberian sertifikat atau surat-surat tanda bukti hak dan pemberian keterangan serta pelayanan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak atas tanah seperti yang tercantum dalam daftar umum
2. Serifikat Tanah

Sertipikat tanah adalah salinan dari buku tanah dan salinan dari surat ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sertipikat tanah itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegangan sebidang tanah. Kuat di sini mengandung arti bahwa sertipikat tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, jadi sertipikat tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat membuktikan di muka Pengadilan Negeri bahwa sertipikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak benar.

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk dafar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. (Pasal 1 Angka 19 PP No. 24 Tahun 1997).
Menurut Ali Achmad Chomsah, yang dimaksud dengan sertipikat adalah:
“Surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.”

Adapun pengertian Sertifikat Tanah menurut Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis adalah:
1. Di dalam hukum agraria pengertian sertipikat pada dasarnya merupakan abstraksi dari daftar umum hak atas tanah dan merupakan satu-satunya pembuktian formal hak atas tanah; atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sertifikat merupakan turunan atau salinan dari buku tanah dan surat ukur.
2. Daftar Umum di dalam rangkah pendaftaran tanah terdiri dari daftar tanah; daftar nama; daftar buku tanah, dan daftar surat ukur yang merupakan hasil kegiatan inventarisasi (pendaftaran tanah) Desa demi Desa atau sporandis dalam rangka pelayanan masyarakat.
3. Surat ukur adalah akta autentik yang secara jelas menguraikan objek hak atas tanah, letak, luas, tanda dan petunjuk batas dan sebagainya.
4. Gambar tanah, dapat diperoleh melalui kutipan peta tanah (krawangan)

Mengenai jenis Sertifikat Tanah Ali Achmad Chomsah berpendapat bahwa sampai saat ini ada 3 jenis sertipikat yaitu :
a. Sertifikat hak atas tanah yang biasa disebut sertifikat
b. Sertipikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dikenal sebagai Sertifikat Hypotheek dan Sertipikat Credietverband. Setelah berlakunya undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, penyebutan sertipikat Hypoteek dan Sertipikat Credietverband sudah tidak digunakan lagi yang ada penyebutannya adalah sertipikat hak tanggungan saja.
c. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun.

Sertifikat memberikan berbagai manfaat, misalnya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain, memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan, serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih. Sebab, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti lain.

Tujuan dari diterbitkannya sertifikat adalah untuk kepentingan dari pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis sebagaimana yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Adanya sertifikat dapat menjadi bukti autentik dari si pemegang sertipikat sehingga apabila ada pihak lain yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pemegang sertipikat memiliki bukti yang kuat bahwa secara hukum dia adalah pemilik tanah tersebut.

Secara umum fungsi kegunaan dari sebuah sertipikat tanah adalah merupakan alat pembuktian yang kuat bahwa si pemegang hak atau orang yang namanya tercantum dalam sertipikat tanah adalah orang yang berhak atas tanah yang bersangkutan.

Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa, sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

Penetapan Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian sesuai dengan judul yang penulis tetapkan, maka lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kec. Pagar Merbau.
Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakan oleh hampir semua suku-suku yang ada di Nusantara. Adapun suku asli penghuni Deli Serdang adalah Suku Melayu yang penamaan kabupaten ini juga di ambil dari dua kesultanan, yaitu Melayu Deli serta Melayu Serdang kemudian suku Karo, dan Simalungun di wilayah selatan ditambah beberapa suku pendatang yang dominan sepertidari suku Jawa, Batak, Minang, Tionghoa, India danlain-lain juga menempati kabupaten ini.

B. Alasan Memilih Lokasi Penelitian
Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lebih dekat dengan tempat tinggal, 
2. Mudah dijangkau dan ekonomis. 
3. Selain itu penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kec. Pagar Merbau adalah karena ingin tahu bagaimana penyelesaian sengketa serftifikat ganda di daerah tersebut.
C. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai faktor-faktor dan penyebab terjadinya sertipikat ganda.

D. Sumber Data

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kec. Pagar Merbau, baik melalui Wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

1. Indonesia, Peraturan Presiden No. 10 Tahun  2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14
b. Bahan sekunder
Bahan sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa putusan Pengadilan.
c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.
E.Tehnik Pengumpulan Data
Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik–teknik tersebut meliputi Interview (wawancara), Observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Lebih lanjut, teknik-teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data primer tentang esensi fungsi pengawasan dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
2. Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer tentang penyelesaian perlindungan pemegang hak atas tanah terdapat dalam hal sertifikat ganda.
F. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua Staff maupun masyarakat yang memiliki sertifikat ganda di BPN Deli Serdang. Teknik pengambilan sampel menggunakan probably sampling dengan simple random, sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen. Jadi sampel penelitian ini sebanyak 25 subjek hukum dengan rincian sebagai berikut:
Tabel: Sampel Penelitian

	No
	Jenis Sampel
	Jumlah
	%

	1
	Staf Pertanahan Lubuk Pakam
	5
	20%

	2
	Polisi
	5
	20%

	3
	Masyarakat yang memiliki sertifikat

tanah ganda 
	5
	20%

	4
	Tokoh Agama
	5
	20%

	5
	Lurah/Kepala Desa
	5
	20%

	Jumlah
	25
	100%


G. Analisis Data

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat tujuan penelitian. Analisis data menurut pendapat Lexy Moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.
 Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang berbentuk kata-kata dimana data yang berbentuk kata-kata tersebut dianalisa untuk kemudian dirangkum secara cermat agar mendapatkan hasil yang akurat serta dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta didukung pula dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda

1. Pengorganisasian 


a. Penataan Organisasi Yang Terlibat Dalam Implementasi

Diperoleh beberapa keterangan bahwa, pelaksanaan berbagai fungsi layanan BPN termasuk pelaksanaan pendaftaran tanah BPN sudah memiliki organisasi dan jelas dan teratur, sehingga setiap tahapan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan pendaftaran tanah BPN memiliki kewenangan yang mulai dari masuknya berkas permohonan dari masyarakat hingga dikeluarkannya dokumen dalam bentuk SK Hak tanah, tetapi dalam pelakanaannya BPN tetap melibatkan Pemerintahan Desa dimana lokasi tanah yang diusulkan oleh pemohon. Oleh karena itu penggorganisasian kegiatan pendaftaran tanah di level bawah yaitu dengan Pemerintahan Desa juga harus diatur dengan baik. Diperlukan penggorganisasian dalam bentuk kerjasama antara BPN dan Pemerintahan Desa agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Keberadaan Pemerintah Desa memiliki peran sentral guna mendukung implementasi pendaftran tanah, paling tidak sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan bahwa bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanah harus memiliki surat penyataan tidak sengkata dan dikuasai secara fisik hasil pemeriksaan Panitia A yang didalamnya termasuk tanda tangan dari Kepala Desa setempat. Dengan demikian, persyaratan untuk memproses pendaftaran tanah juga tidak lepas dari peran penting Kepala Desa. 


Selanjutnya dalam implementasi pendaftaran tanah, keberadaan PPAT juga memiliki peran penting sebagai pihak yang mengelurakan akta jual beli tanah. sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan bahwa akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Oleh karena itu pembeli sudah sah menjadi pemiliknya dan dapat segera mendaftarkan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat. PPAT juga memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan pendaftaran tanah, tanpa ada bukti akta, maka pendaftaran tidak bisa diproses. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara organisasi setiap pihak terkiat sudah diberikan kewenangan masing-masing meskipun tetap sebagai leading sectornya adalah BPN.
 Pengorganisasain dalam kegiatan pendaftaran tanah sudah terjalin dengan baik. Tentu saja harapan dengan adanya penggorganisasian ini akan mempercepat proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan SK Hak milik yang dirasakan masih memerlukan waktu yang lama oleh masyarakat.
b. Penataan Sumber Daya
Terkait dengan kondisi dan kesiapan SDM di BPN Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Deli Serdang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperoleh keterangan bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 4 tahun 2010 dan Petunjuk Teknik tahun 2011 SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang siap melaksanakan PPTT. Apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk untuk dilakukan pemrosesan dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai yang ada belum begitu seimbang. Apalagi untuk melakukan peninjauan atau pemeriksaan tanah yang lokasinya sangat jauh. 
Keterangan ini menunjukkan bahwa, BPN Deli Serdang belum ditunjang dengan SDM yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Terlihat bahwa dari segi jumlah petugas yang ada belum diimbangi dengan jumlah permohonan layanan yang disampaikan oleh masyarakat. Jumlah petugas yang kurang seimbang dengan tuntutan pelayanan yang baik tentu tidak seimbang. 
Belum lagi jika berbicara mengenai jenis pelayanan permohonan tanah yang diajukan oleh masyarakat, dimana proses pemenuhan persyaratan seperti melakukan pemeriksaan lapangan yang harus dilakukan sesuai dengan lokasi yang diajukan oleh masyarakat. Sebagai perbandingan jumlah permohonan pendaftaran SK Hak untuk hingga akhir tahun 2013 mencapai 632 permohonan yang belum dikeluarkan permohonan SK hak Tanah. Tentu akan memerlukan proses yang lama dengan keterbatasan SDM yang ada. Dalam memberikan pelayanan kepada masyartakat yang mengajukan pendaftaran tanah, BPN Deli Serdang diperhadapkan dengan masih minimnya jumlah petugas. 

Diketahui juga berdasarkan keterangan informan bahwa, implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang belum di dukung dengan implementor yaitu petugas BPN dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Minimnya jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan sehingga mempengaruhi kecepatan pemberian layanan juga disebabkan Panitia A yang dibentuk tidak hanya sebatas melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi juga meneliti riwayat dan status tanah secara seksama. Proses ini juga memakan waktu yang lama, karena memerlukan ketelitian, sebelum SH Hak tanah diberikan kepada pemohon. Aspek sumber daya dalam proses implementasi kebijakan pendaftaran tanah yang menjadi penghambat adalah masih minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPN Deli Serdang. Hal tersebut menyebabkan keinginan masyarakat untuk memperoleh SK Hak tanah dengan cepat belum dapat terwujud.
c. Koordinasi

Diperoleh beberapa keterangan bahwa, dalam melaksanakan pendaftaran tanah, BPN Kabupaten Deli Serdang selaku penanggungjawab kegiatan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pihak penguasa tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang menggambarkan bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik. Kendati demikian, terkordinir tidaknya pelaksanaan pendaftaran tanah di Deli Serdang akan terlihat pada saat pelaksanaan di lapangan. Hasil pengamatan penulis terhadap pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Deli Serdang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut masih kurang terkoordinasi dengan baik, secara khusus antara BPN dan Pemerintah Deli Serdang.

Pada saat pemeriksaan tanah terkadang mengalamai penundaan karena Kepala Desa tidak berada ditempat, hal ini disebabkan belum terjalinnya komunikasi mengenai jadwal atau waktu pelaksanaan pemeriksaan tanah. Proses pemeriksaan tanah sebagai salah satu bagian dalam kebijakan pendaftaran tanah belum dapat terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan baik dan memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi sangat penting dilaksanakan dalam proses implementasi kebijakan, meskipun terlihat mudah tetapi pelaksanaanya terkadang tidak sesuai dengan harapan.

d. Interpretasi
1. Petunjuk Pelaksana

Diperoleh beberapa keterangan bahwa, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Deli Serdang, BPN Deli Serdang selaku pelaksana kebijakan sudah memiliki petunjuk pelaksana yang menjadi acuan dan pedoman terhadap seluruh tahapan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Petunjuk pelaksana merupakan aspek penting dalam sebuah kebijakan, tidak jarang kebijakan menjadi tidak berjalan dengan baik karena aparat di tingkat bawah sebagai pelaksana kebijakan tidak memiliki petunjuk pelaksana. Kalaupun petujuk pelaksana sudah tersedia, permasalahan yang timbul adalah kurangnya pemahaman terhadap petunjuk pelaksana. Implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki ketentuan baik mengenai prosedur atau mekanisme, persyartaan dan waktu pengurusan. Petugas dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Deli Serdang harus mengacu pada petunjuk pelaksana. Artinya bahwa seluruh permohonan yang masuk dan akan diproses melalui peneliksaan lapangan dan pengurusan dokumen hingga diterbitkannya SK Hak tanah harus berjalan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

2. Komunikasi

Komunikasi Mengenai pemahaman masyarakat Kabupaten Deli Serdang terhadap proses pendaftaran tanah diperoleh beberapa keterangan bahwa, sebagaian besar masyarakat di Deli Serdang sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap proses pendaftaran tanah hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat untuk mengajukan pembuatan SK Hak tanah, namun demikian tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang paham dengan pengurusan pendaftaran tanah, dimana mereka tidak atau kurang memiliki kesadaran untuk melaksanakan pendaftaran tanah dan banyak diantara mereka yang pada akhirnya mengurus melalui orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa, minat masyarakat untuk mendaftarkan tanag sangat tinggi, oleh karena itu salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pendaftaran tanah adalah mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran mengurus dokumen pertanahan, agar kepemilikan tanah tersebut sah dimata hukum, dan menjamin-hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dikuasainya. Masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki SK Tanah karena tidak mengetahui prosedur dan perysaratan untuk mengajukan pendaftaran tanah kepada BPN Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkann keterangan tentang kebijakan pendaftaran tanah keterangan tersebut dapat diketahui bahwa, BPN Kabupaten Deli Serdang sudah melaksankan berbagai upaya agar masyarakat dapat mendukung program Pemerintah dalam bidang pertanahan yaitu berpartispasi aktif mendaftarkan tanah kepada BPN Kabupaten Deli Serdang. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serdang dapat dikatakan sangat penting, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masyrakat untuk mengurus pendaftaran tanah, terutama bagaimana mekansime dan persyartaan tentang pendaftaran tanah. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPN Deli Serdang belum sepenuhnya efektif. Masyarakat masih memiliki penilaian buruk terhadap layanan BPN yang biasanya memakan waktu lama dan berbelitbelit, sehingga menggunakan alternative pihak ketiga untuk mengurus pendaftaran SK Hak menjadi cara agar permohonan dapat diproses dengan cepat.
3. Informasi

Keterbatasan ketersediaan tanah di Kabupaten Deli Serdang, tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang tinggi, terutama untuk Deli Serdang yang cenderung makin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membawa akibat persediaan tanah di perkotaan tidak seimbang dengan kebutuhan berbagai kepentingan pembangunan. Akibatnya tanah di daerah perkotaan menjadi sangat mahal, sehingga menimbulkan usaha spekulasi dan manipulasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini menjadi salah satu hambatan dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Selain itu dengan meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan akan tanah dalam arti tempat dan ruang meningkat pula. Ini menimbulkan bermacam-macam masalah menyangkut masalah pertanahan. Permasalahan pertanahan tersebut antara lain adalah menyangkut konflik pertanahan seperti sertifikat ganda, tumpang tindih kepemilikan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan informan dapat diketahui bahwa, pihak BPN dalam melaksanakan pendaftaran tanah belum memiliki informasi awal yang cukup mengenai kondisi tanah, oleh karena itu tidak mengherankan apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan tanah harus melibatkan pihak-pihak terkait. Untuk kondisi status tanah yang terdapat di desa, yang lebih mengetahui adalah tokoh-tokoh desa tersebut, termasuk Kepala Desa. Kerjasama yang baik antara pihak BPN dan Pemerintahan Desa sangat penting agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan baik.
4. Persyaratan dan Prosedur

Agar proses implementasi pendaftaran dapat berjalan dengan baik, maka pendaftaran harus dilaksanakan sesuai dengan persyartaan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Mengenai persyartaan dan prosedur pendaftaran tanah ini diperoleh keterangan bahwa, pelaksanaan pendaftaran tanah sudah memiliki persyaratan dan prosedur baku yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa masyarakat yang akan mengurus pendaftaran tanah harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Diperoleh informasi dari masyarakat Deli Serdang bahwa, selain mereka tidak dijelaskan atau tidak mengetahui mengenai biaya pengurusan pendaftaran tanah. Mereka juga dibebankan untuk membayar biaya yang diluar ketentuan tersebut atau lebih besar dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Misalnya untuk biaya ukur atau pemeriksaan fisik tanah terkadang masyarakat dibebankan dengan biaya 500.000-1.000.000 tanpa diketahui apakah sesuai dengan luasa tanah atau tidak. Dapat dikatakan bahwa secara ketentuan sudah ada standar biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, akan tetapi selama ini tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat, apalagi jika masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga. Sekian banyak persyaratan tersebut yang sering menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan pendaftaran tanah adalah pemohon harus memenuhi kelengkapan bukti fisik hasil pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan status hukum tanah. Dapat dikatakan bahwa, proses pendaftaran tanah sangat tergantung dari kondisi objek tanah yang akan di daftarkan. Proses pendaftaran akan menjadi lebih cepat apabila persyaratan menyangkut status dan kondisi fisik tanah tidak mengalami masalah. Pendaftaran tanah memang harus dilaksanakan secara teliti karena hal tersebut akan menjadi dasar dalam memberian SK Hak tanah. Bercermin dari permasalahan pertanahan yang terjadi di beberapa daerah seperti sertifikat ganda, tidak terlepas dari proses pendaftaran tanah yang tidak dilaksanakan dengan baik. Diketahui juga bahwa, proses pengurusan pendaftaran untuk mendapatkan SK Hak tanah masih merlukan persyaratan yang cukup rumit. Persyaratan menyangkut luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Masyarakat sendiri terkadang tidak mengetahui kalau status tanahnya dalam sengketa, terkadang mereka baru mengetahui pada saat dokumen persyaratan tersebut diproses di BPN Deli Serdang. Kendati sudah memiliki prosedur tetap dalam proses pendaftaran tanah, masyarakat Deli Serdang baik yang sudah mengurus pendaftaran dan menerima sertifikat tanah maupun yang sedang mengurusan perndaftaran banyak yang tidak paham dengan prosedur tersebut. Apalagi dalam mengurus pendaftaran tersebut secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain masyarakat masih bingung dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti. Tidak jarang pada akhirnya karena keterbatasan informasi dan enggan berurusan lebih lama, banyak masyarakat yang meminta bantuan untuk mengurus pendaftaran tanah mereka.

Permasalahan utama sebagaimana hasil wawancara, bahwa dalam proses pendaftaran tanah masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi persyaratan, sementara persyaratan tersebut harus dilampirkan agar dapat diproses. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah adalah masyarakat desa yang masih belum terlalu paham dengan masalah pertanahan. Berangkat dari seluruh penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa interpretasi masyarakat terhadap kebijakan pendaftaran tanah masih kurang. Tidak mengherankan apabila pada akhirnya masyarakat lebih memilih melibatkan pihak ketiga dalam pengurusan pendaftaran tanah, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan urusan di Kantor BPN, sementara untuk proses pengukuran tanah, karena wajib hadir, maka masyarakat dalam hal ini pemohon ikut hadir dalam pengukuran atau pemeriksaan oleh petugas BPN.

4. Aplikasi

Secara lebih operasional, aplikasi dapat dijabarkan sebagai pelaksanaan atau penerapan dari ketentuan yang termuat dalam proses implementasi PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Deli Serdang. Diperoleh keterangan bahwa, dalam proses pengurusan pendaftaran tanah di Deli Serdang, banyak menemukan masyarakat yang belum dapat memenuhi persyaratan, sehingga prosesnya terhenti, menunggu dipenuhinya persyaratan yang diwajibkan. Pada saat dilaksanakannya pengukuran dan pemetaan tanah di lapangan, sering mengalami kendala dikarenakan pihakpihak yang berbatasan langsung dengan pemohon pendaftaran tanah biasa tidak hadir, sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa, dalam proses pemeriksaan lapangan memerlukan kehadiran pihak-pihak terkait, agar prosedur dan persyaratan yang telah tercantun dalam Peraturan Kepala Badan Pertanah Nasional RI Nomor 1 tahun 2010 dapat dilaksanakan. Terdapat hal-hal non tekis yang tidak diatur secara spesifik dalam pelaksanaan pengukuran tanah salah satunya ketidakhadiran pihak-pihak terkait. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi pendaftaran tanah juga bergantung dari partisipasi masyarakat. Masyarakat harus mendukung kinerja petugas lapangan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan tanah. Paling tidak, sebelum panitia turun ke lapangan memeriksan tanah, Kepala Desa dan pemohon harus terlebih dahulu mempersiapkan pihak-pihak terkait yang tanahnya berbatasan langsung dengan pemohon.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat proses penelitian dan peninjauan fisik tanah serta penelitian mengenai data status dan riwayat tanah banyak terdapat batas tanah yang tidak jelas, serta pemilikan ganda yang diklaim oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabakan pembuatan peta tanah menjadi semakin rumit. Tidak mungkin proses permohonan akan ditindaklanjuti oleh BPN Deli Serdang, karena pemenuhan persyaratan ini merupakan bagian dari persyartaan agar pengurusan pendaftaran tanah dapat terlaksana dengan baik.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa, banyak tanah yang diperjual belikan tidak tidak memiliki akta jual beli atau jual beli yang dilakukan dibawah tangan, sehingga hal tersebut tidak bisa didaftarkan untuk memperoleh hak atas tanah. Kondisi ini mengakibatkan proses pengurusan pendaftaran tanah tidak berjalan dengan baik, serta berpengaruh terhadap kecepatan standar waktu pengurusan pendaftaran tanah. Kondisi ini secara lebih rinci dikarenakan kondisi tanah yang sedang mengalami sengketa, pada umumnya adalah sengketa pemilik dan ahli waris yang saling mengklaim memiliki tanah. Fakta yang terjadi di dalam praktik, ditemukan bahwa asas mudah dan dapat dipahami hanyalah pada aturan prosedurnya artinya untuk kegiatan pendaftarannya sendiri masih menemui kendala jangka waktu yang panjang, bahkan dalam perjalanannya prosedur pendaftaran tanah tidak selesai disebabkan adanya kendala biaya atau syarat tambahan. Ada beberapa alasan diantaranya sebagai contoh yaitu alasan perbedaan luas tanah antara data yuridis dan data fisik setelah dilakukannya pengukuran. Sehingga tujuan dari asas sederhana itu sendiri belum bisa tercapai.

Pada tahap aplikasi pendaftaran tanah memang masih belum memenuhi harapan masyarakat, hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat menyangkut prosedur, waktu dan biaya pengurusan pendaftaran tanah. Tidak jarang karena proses yang lama akhirnya masyarakat menggunakan jalan pintas agar permohonan cepat diselesaikan, seperti menggunakan jasa pihak ketiga. Bagi masyarakat yang tidak tahu atau awan mengalami kesulitan untuk mengurus pendaftaran tanah, biasanya meminta Kepala Desa setempat untuk dapat membantu atau minimal bisa berkonsultasi mengenai cara pembuatan SK Hak tanah. Tidak mengherankan pada akhirnya masyarakat banyak menggunakan jasa Kepala Desa atau pegawai Kantor Pertanahan yang mereka kenal agar dapat mempermudah proses pelayanan tersebut. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa BPN Deli Serdang belum mampu menjangkau masyarakat untuk mengetahui keluhan yang dialami oleh masyarakat, sehingga mereka lebih memilih jalur informal melalui Kepala Desa yang mereka anggap lebih dekat.

Kencendurngan dari hasil pengamatan penulis pada saat penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih bantuan pihak ketiga untuk mengurus pendaftaran tanah karena mereka tidak paham dengan perysaratan, prosedur dan biaya pengurusan pendaftaran tanah. Dengan kondisi ini seharusnya pihak BPN Deli Serdang lebih aktif untuk menjangkau masyarakat agar mendapatkan layanan terbaik, dan tidak sebaliknya hanya bersifat pasif menunggu inisiatif dari masyarakat baru ditindaklanjuti. Kondisi masyarakat Deli Serdang yang banyak bekerja sebagai buruh dan petani harus diakui memiliki kesibukan dan kurang pengetahuan dalam pengurusan tanah, oleh karena itu responsivitas BPN termasuk memberikan eduksi kepada masyarakat sangat penting dilakukan, agar menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap proses layanan yang disediakan oleh BPN.
2. Faktor Penghambat Implementasi
a. Faktor Koordinasi

Proses implementasi pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang belum terkoordinir dengan baik sehingga dari tahap awal yaitu masuknya berkas permohonan yang diajukan oleh masyarakat, hingga dikeluarkannya SK Hak tanah masih memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Koordinasi antara petugas (Panitia A) dengan aparat kabupaten dalam melaksanakan pemeriksaan tanah belum dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga masih memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh gambaran batasbatas tanah pada saat dilaksanakannya pemeriksaan. Kondisi ini mejadi lebih buruk apabila pengajuan permohonan pendaftaran tanah itu dilakukan sendiri oleh masyarakat kabupaten, karena ia harus memastikan bahwa pada saat dilaksanakannya pemeriksaan tersebut pihak-pihak terkait juga hadir. Berbeda apabila masyarakat melibatkan kepala desa dalam proses pemeriksaan tanah, tentu saja Kepala Desa akan berkordinasi terlebih dahulu dengan BPN mengenai kepada waktu pelaksanaan pemeriksaan tanah.

b. Faktor Sosialisasi
Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang ingin mengajukan pendaftaran tanah sebagian besar masih belum mengetahui persyaratan dan prosedur dalam proses pengajukan pendaftaran tanah. Kondisi ini disebabakan oleh BPN Deli Serdang yang jarang melaksanakan sosialisasi mengenai layanan pertanahan kepada masyarakat. Tidak mengherankan apabila banyak masyarakat awal apalagi yang pendidikannya rendah tidak mengetahui masyarakat yang pendidikannya rendah, mengurus pendaftaran tanah yang rumit tentu membuat mereka bingung. Masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai proses pendaftaran untuk mendapatkan SK Hak tersebut cenderung meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu proses pengajuan pendaftaran tanah miliknya. 
Selama ini sebagain besar urusan pertanah dibantu oleh Kepala Kabupaten Deli Serdang, tentu saja dengan pertimbangan dapat mewakili kepentingan masyarakat dan sudah terbiasa serta mengetahui proses pengajuan pendaftaran tanah. Selama ini proses layanan yang dilakukan oleh BPN cenderung bersifat menunggu masyarakat, artinya bahwa masyarakat akan diproses pengajuan berkas permohonanya apabila mereka menginginkan tanah miliknya mendapatkan sertifikasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak terlayani dengan baik. Selama ini BPN memang sudah berupaya melaksanakan pendekatan dengan masyarakat dengan melaksanakan program larasita, akan tetapi program tersebut juga tidak berjalan efektif karena hanya mendekatkan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, tetapi proses selanjutnya tetap dilaksanakan di BPN.
B.  Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Timbulnya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah

Terjadinya sertipikat ganda dipengaruhi oleh beberapa faktor intern dan ekstern.

Faktor intern antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya.

3. Ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertipikat tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Faktor Ekstern antara lain:

1. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertipikat tanah.

2. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah.

3. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, mengakibatkan harga tanah melonjak.
Selain dari hal tersebut diatas, dapat juga dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda lainnya antara lain : 

1. Peta Pendaftaran Belum terbentuk atau belum lengkap.

Sebelum adanya peta kadastar untuk pendaftaran tanah diterbitkanya alat pembuktian sementara yang dikenal dengan sebutan sertipikat sementara. Karenanya sertipikat sementara ini merupakan alat pembuktian mengenai macammacam hak dan siapa yang punya, sehingga tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanah. Sertipikat sementara tersebut dapat menyebabkan sertipikat ganda.

Disamping itu juga adanya kondisi penggambaran satu bidang tanah menggunakan lebih dari satu peta pendaftaran yang menyebabkan data mengenai letak bidang-bidang tanah terdaftar tidak jelas. Peta-peta yang digunakan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari:

a) Peta Pendaftaran

b) Peta Pendaftaran sebagian hasil dari Prona, Sertipikat Masal dan Ajudikasi.

c) Peta Instansi Pajak Bumi dan Bangunan (SISMIOP).

d) Peta Tata Kota dari DTK.

e) Peta Desa

Maksud peta disini adalah antar peta yang satu dengan peta yang lain tidak ada keseragaman, dalam artian bidang tanah terlihat dalam satu peta belum tentu bahkan tidak terlihat dalam peta yang lainnya. Sehingga hal ini sangat memungkinkan timbulnya sengketa

2. Manusia 

a) Human error

Adanya kesalahan dan ketidakhati-hatian yang disebabkan karena adanya kecerobohan atau ketidak telitian dalam menerbitkan sertipikat tanah dari petugas pendaftaran tanah. Artinya petugas kurang meneliti dengan seksama dokumen-dokumen yang ada, sedangkan dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

b) Itikad tidak baik dari pemohon. 

Adanya kesengajaan dari pemohon menunjukkan batas yang bukan menjadi haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini tugas Badan Pertanahan Nasional hanya melakukan pengukuran berdasarkan penentuan batas yang ditunjukkan oleh pemohon yaitu dimana letak dan batas-batasnya dengan persetujuan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut (contradictoire deliminate). Kedua hal tersebut dapat meyebabkan terjadinya tumpang tindih baik disengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda.

Terjadinya sertipikat ganda disebabkan karena adanya kelemahan sistem publikasi yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan digunakannya kata-kata “kuat”, maka dapat dilihat bahwa sistem publikasi yang digunakan adalah sistem publikasi negatif, sebab jika yang digunakan sistem publikasi positip, maka kata yang tepat adalah mutlak, sehingga sertipikat hanya merupakan bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.

Kekuatan pembuktian sertipikat diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa: “Selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu ia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya”. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar selama data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang ada di Kantor Pertanahan, maka sertipikat hak atas tanah masih dapat dicabut atau dibatalkan apabila ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat tersebut, baik karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena ada cacat hukum administratif atas penerbitannya.

Pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah agar nantinya mempunyai kekuatan hak didepan hukum dan Negara. Jadi misalnya seseorang memiliki tanah tapi belum ada sertifikatnya otomatis belum bisa diakui dan hanya bisa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya dan mungkin saja orang lain ikut mengakuinya juga, karna itulah pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat di atas tanah yang dimiliki agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, setiap satu sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah. Namun nyatanya sampai saat ini masih sering terjadi kasus tentang sertifikat ganda dimana satu bidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat.

Dalam Sertifikat Ganda yang perlu di perhatikan adalah kasusnya, karena bisa disebabkan berbagai hal, jadi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang menyebabkan munculnya Sertifikat Ganda adalah :

1. Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil alih oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karna merasa bahwa tanah tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. Karna merasa sudah lama menguasai tanah itu, orang tersebut kemudian mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan menerbitkan sertifikat di atas tanah tersebut tanpa mengetahui bahwa diatas tanah itu sudah ada sertifikatnya, atau Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada dengan memanfaatkan kelemahan lembaga Badan Pertanahan Nasional karena merasa pembuatan sertifikat baru lebih mudah dan lebih murah daripada melakukan peralihan hak atas tanah.
2. Karena tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Seharusnya tanah-tanah yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan dilakukan pencatatan dan pencoretan pada peta-peta pendaftaran, sehingga apabila tanah tersebut didaftarkan lagi maka dapat diketahui tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Jadi, data yang ada belum sistematis meskipun sekarang sudah ada perbaikan tapi masih banyak sertifikat-sertifikat lama tidak terimpentarisir sehingga memungkinkan munculnya sertifikat ganda karna disini badan pertanahankan tinggal terima permohonan. Atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah, disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga bertindak menyeleweng dalam artian tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid. Jika ada orang yang bermohon untuk membuat surat penguasaan tanah yang kemudian diterbitkan, terus tiba-tiba karena ada orang yang niatnya tidak bagus yang datang mengaku memiliki tanah tersebut dan ingin membuat surat penguasaan tanah. Oleh pemerintah setempat dibuatkan dan terkadang mereka tidak melakukan pengukuran, tidak melakukan pengecekan lokasi apakah tanah tersebut benar tanahnya atau tanah tersebut belum terdaftar atas nama orang lain. Atau Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya sehingga lebih memudahkan bagi seseorang yang memiliki niat tidak baik untuk menggandakan sertifikatnya . Selanjutnya adanya surat bukti atau pengaduan hak yang ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, atau tidak berlaku lagi.

Menurut kepala kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang  bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertifikat ganda yaitu:

“faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda yaitu faktor teknis dalam hal ini system pemetaan seharusnya ada sarana peta, seyogyanya system pemetaan lebih dahulu dilakukan sebelum terbit sertipikat, kemudian persoalan dokumentasi dan data tanah di kelurahan, kenakalan atau oknum dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, dan adanya itikad tidak baik dari masyarakat itu sendiri”.

Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda antara lain :
1. Faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda yaitu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan tidak adanya data-data mengenai hak diatas tanah yang sudah lama berupa warkah tanah apalagi sistem komputerisasi baru saja diterapkan dan belum lagi data-data tanah atau warkah tanah di badan pertanahan nasional dinyatakan hilang atau tercecer yang membuktikan bahwa masih beum tertatanya sistem administrasi dokumentasi tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). selain itu terdapat oknum-oknum di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dengan mudah menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam faktor seperti adanya kekeliruan dalam menerbitkan sertipikat tanah baik itu jenis sertipikat tanah hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha yang seharusnya untuk menerbitkan sertipikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terlebih dahulu melihat pada buku induk tanah sebagai acuan telah diterbitkannya sertipikat tanah atau belum.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka secara garis besar dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dapat dipengaruhi oleh dua faktor  yaitu faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern antara lain:
1. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya.
3.  Ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertipikat tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Sedangkan faktor ekstern penyebab terjadinya sertipikat ganda antara lain:

1. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertipikat tanah.
2. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah.

3. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, mengakibatkan harga tanah melonjak

Selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan tersebut di atas, yang perlu dipertimbangkan adalah bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa , dengan mempedomani ketentuan hukum yang terkait sebagai dasar pengujian (tootsinggrounden), khususnya yang berhubungan dengan proses pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 serta peraturan pelaksanaan lainnya dan hal yang sangat mendasar yang perlu terlebih dahulu dibuktikan dalam kaitannya dengan sertipikat objek sengketa adalah dimana letak objek tanah, dengan batas-batas yang disebutkan dalam sertipikat sebagaimana telah disebutkan di atas.
Selanjutnya untuk rnencari kebenaran materiel dalam perkara, khususnya untuk membuktikan letak objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa, dilakukan pemeriksaan/sidang di tempat (Plaat Opname) dilokasi tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa. Pemeriksaan/sidang setempat tersebut yang juga dihadiri oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang melakukan tugas pengukuran saat proses permohonan sertipikat objek sengketa. Dalam kasus ini ditemukan fakta bahwa objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa berada sama dan atau tumpang tindih dengan lokasi tanah yang tersebut dalam sertipikat Hak Milik.
C. Penyelesaian Kasus Sertifikat Ganda di Deli Serdang
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang mekanisme penanganan sengketa pertanahan penyelesaiannya diselenggarakan melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui Pengadilan. Berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang.

1. Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional
Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penyelesaian melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dilakukan melalui langkah-langkah :

a) Adanya pengaduan
Sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan atau keberatan dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dimana keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu.
b) Penelitian dan pengumpulan data
Setelah berkas pengaduan diterima pejabat yang berwenang mengadakan penelitian terhadap data/administrasi maupun hasil di lapangan/fisik mengenai penguasaannya sehingga dapat disimpulkan pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.
c) Pencegahan (mutasi)
Mutasi tidak boleh dilakukan agar kepentingan orang atau badan hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapat perlindungan hukum. Apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa atau dilakukan pencegahan/penghentian sementara terhadap segala bentuk perubahan (mutasi) tanah sengketa.

2. Penyelesaian Melalui Peradilan
Penyelesaian ini dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Sementara menunggu Putusan Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadi masalah dikemudian hari yang menimbulkkan kerugian bagi pihak-pihak yang berpekara maupun pihak ketiga. Untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).

Seperti yang kita ketahui bahwa sertipikat hak atas tanah dikatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya maka yang berwenang memutuskan alat pembuktian mana yang benar adalah Pengadilan. Hal itu juga dicantumkan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Transaksi jual beli tanah sering kali bangunan dan atau tanaman di atas tanah bersangkutan turut menjadi obyek jual beli, hal ini harus dipertegas sebelum transaksi yang dilakukan, apakah bangunan dan atau tanaman tersebut juga merupakan obyek jual beli atau tidak. Jika bangunan dan atau tanaman tidak disebutkan dalam obyek jual beli secara jelas dan tegas maka secara hukum bangunan dan atau tanaman tersebut tidak turut diperjual belikan, keadaan yang demikian ini karena dalam hukum pertanahan di Indonesia berlaku hukum adat yang menganut asas pemisahan horizontal yaitu bangunan dan atau tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, dengan demikian hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan yang ada di atasnya. Jika hal ini tidak diperhatikan secara teliti dan seksama maka dapat menjadi konflik bagi masyarakat yang melaksanakan jual beli tersebut.

Kebiasaaan yang dilakukan masyarakat dalam jual beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan membayar sejumlah harga pada saat bersamaan dilakukan secara tunai dan terang. Tunai artinya ketika jual beli dilakukan, penjual menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli dan penjual menerima pembayaran harganya dari pembeli dan pembeli menyerahkan selembar kwitansi sebagai bukti telah dilakukan pembayaran untuk selanjutnya pembuatan jual beli tersebut dianggap telah selesai. Terang artinya telah diserahkan fisik benda yang dibeli tersebut dalam hal ini adalah tanah. Perbuatan hukum ini adalah jual beli yang dimaksudkan dalam hukum adat.

Namun demikian ada juga sebagian masyarakat melakukan jual beli di bawah tangan yaitu dengan cara hanya menggunakan selembar kwitansi sebagai bukti peralihan haknya, dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran dan penjual menyerahkan kwitansi berikut alas hak atas tanah baik berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat-surat lain yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah tersebut kepada pihak pembeli untuk dikuasainya, hal ini dilakukan mereka antara lain adalah untuk menghindari biaya yang relatif besar dan prosedur yang berbelit-belit jika mereka harus melakukan transaksi jual beli atau pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan jual beli ini karena tidak mengetahui tentang prosedur jual beli atau pelepasan hak itu sendiri sehingga mereka menyamakan antara jual beli benda bergerak dengan benda tidak bergerak (tanah).

Jual beli dalam masyarakat awam intinya adalah bergantinya subyek kepemilikan yaitu antara pemilik lama dengan pemilik yang baru dengan adanya pembayaran sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati tanpa memperhatikan prosedur jual beli, aspek-aspek hukum maupun konsekuensinya di kemudian hari. Untuk tanah yang belum bersertipikat maka seseorang hanya boleh menguasainya untuk diusahakan sehingga mendapat manfaat dari tanah tersebut. Apabila dilakukan jual beli terhadap tanah tersebut berarti terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli diikuti dengan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian atas peralihan hak atas tanah tersebut, hak dimaksudkan adalah hak dalam arti menguasai dan mengusahakan atau mengelola tanah tersebut. Hak-hak atas tanah belum bersertipikat lebih mengacu kepada kepada hak seseorang yang telah memperoleh manfaat dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tanah tersebut masih dalam kekuasaan Negara.

Pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Salah satu kunci yang cukup menentukan dalam perbuatan hukum di atas adalah yang berkenaan dengan ganti rugi dalam pelepasan hak atau penyerahan tanah itu adalah imbalan sebagai pengganti nilai tanah yang diserahkan oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah.

Peralihan hak atas tanah dapat diketahui ada satu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat yang dilakukan seseorang (pembeli) dengan cara membeli sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan namun demikian pada saat mendaftarkan haknya tetap atas nama pemilik tanah yang lama (penjual) pada Kantor Pertanahan Deli Serdang, walaupun segala hak dan kewajiban atas peralihan hak atas tanah tersebut telah dipenuhi kedua belah pihak yang artinya sejak akta Pelepasan Hak Dengan Ganti tersebut ditandatangani kedua belah pihak maka segala keuntungan dan kerugian yang diperoleh akibat peralihan hak tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Namun demikian ia tetap mendaftarkan tanah tersebut atas nama pihak pertama sehingga sertipikat yang dimohonkan pendaftarannya tersebut terbit atas nama penjual. Segala hak dan kewenangan pembeli terhadap tanah tersebut setelah sertipikat itu diterbitkan adalah berdasarkan Surat Kuasa yang penandatanganannya dibuat bersamaan dengan akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi. Isi dari Surat Kuasa ini memuat antara lain, untuk memohonkan sertipikat, menerima sertipikat setelah selesai diproses, melakukan pemecahan sertipikat pada Kantor Pertanahan, untuk menjual kepada pihak-pihak lain, menandatangani akta jual beli dan menerima uang hasil penjualan, hal ini bisaanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai usaha jual beli rumah, hal ini berdasarkan Wawancara dengan  Yayuk Suptiati selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang, Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas bidang tanah tersebut. Oleh sebab itu setiap bidang tanah yang dimiliki wajib dilakukan pendaftaran tanah, baik melalui sporadik maupun sistematik.

Pendaftaran tanah adalah program dan tugas pokok dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu untuk melaksanakan dan memberikan landasan hukum bidang pertanahan untuk terwujudnya suatu tata kehidupan bagi masyarakat dimana tanah di samping mempunyai fungsi sosial namun juga berfungsi atau memberikan nilai ekonomis bagi pemilik hak atas tanah dan mempunyai nilai jaminan bagi pemegang hak. Pendaftaran tanah berarti mencatat hak-hak yang dipegang oleh perorangan atau kelompok ataupun suatu lembaga atas suatu bidang tanah oleh pejabat yang berwenang dan mengeluarkan surat bukti hak.

Secara yuridis pendaftaran tanah telah dijamin di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan demi kepastian hukum tanah harus didaftarkan. Hukum menghendaki kepastian. Kepastian dibutuhkan untuk menghilangkan keragu-raguan. Hukum pertanahan Indonesia menginginkan kepastian mengenai siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Namun pendaftaran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat sekarang ini dengan suatu bukti kepemilikan ada sifatnya yang tertulis dan ada juga yang tidak dilengkapi dengan suatu bukti (alas hak) yang jelas, hal ini disebabkan tanah yang ada yang dikuasai pemiliknya berasal dari pembukaan tanah pada zaman dahulu secara bersamasama oleh suatu kelompok masyarakat yang tentunya dapat menyebabkan peluangnya terjadi sengketa semakin besar. Dalam melakukan pendaftaran tersebut ada kalanya timbul hambata-hambatan, baik yang dihadapi pemerintah (BPN) ataupun masyarakat (yang mempunyai hak atas tanah).

Unsur-unsur yang menjadi hambatan-hambatan di luar ketentuan Undang-undang mungkin baik itu kendala dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, yaitu terbatasnya tenaga pelaksana, sarana, biaya dan kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang berminat dan kurang mengerti arti dan pentingnya sertipikat itu, mungkin juga karena biaya pengurusan yang terlalu mahal atau proses pengurusan pendaftaran tanah terlalu lama dan berbelit.

Selain dari hal-hal yang disebut di atas, keadaan obyektif bidang-bidang tanah yang luas dan tersebar di wilayah yang luas dan sebagian besar pula penguasaannya tidak pula didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya juga menjadi sebab terjadinya hambatan dalam terwujudnya pendaftaran tanah dari segi kualitas maupun kwantitas telah mengupayakan beberapa cara dan strategi dalam pelaksanaan dan percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai bentuk kerja lembaga pertanahan.

Hambatan-hambatan untuk mendaftarkan hak atas tanah belum bersertifikat Pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berupa hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal. 

Bercermin dari persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat masalah tanah, maka penyelesaian terhadap masalah keberadaan obyek tanah tidak pernah ada habis-habisnya, dengan demikian Pemerintah tidak akan mampu secara maksimal tanpa peran publik ikut serta membantu menyelsaikannya dengan didukung adanya pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang besar terhadap pelaksanaan program Pensertifiaktan keberadaan tanah di seluruh Indonesia ini. Sehingga diharapkan dengan pro aktifnya segala lapisan masyarakat demi terwujudnya kepemilikian terhadap obyek tanah tersebut akan berjalan lancar dan sudah tercapai apa yang diamatkan pada Pasal 33 UUD dapat terwujud.

Guna menciptakan rasa keadilan sudah saatnya BPN memberikan layanan terbaik bagi warganya dalam rangka mendapatkan hak kepemilikan bagi tanah miliknya dengan memberikan segala kemudahan dan layanan terbaik untuk mendapatkan data yang akurat secara administratif sehingga ada kekuatan hukum yang menjadi pegangan bagi semua warga negara yang tinggal di wilayah Medan tidak terkecuali yang lebih kuat terhadap kepemilikan tanah bagi warga negara sehingga ada kejelasan status kepemilikan tanah.

Untuk memudahkan masyarakat untuk mendaftakan tanahnya maka harus mengusahakan suatu dokumen apapun namanya yang penting berisikan pernyataan bahwa nama masyarakat tersebut sebagai pemilik tanah tersebut, dan didelengkapi oleh keterangan atau pernyataan yang meyakinkan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon pendaftar tanah. Misalnya surat pernyataan mengenai hilangnya bukti transaksi jual beli, atau surat pernyataan mengenai hilangnya surat tanah atau surat pernyataan waris dari para ahli waris lain. Selain itu seandainya dokumen pernyataan seperti itu tidak berhasil maka masih tersedia pilihan terkahir untuk mungkin bisa ditempuh yaitu dua buah dokumen sekaligus.
BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi pendaftaran tanah di Deli Serdang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berdampak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hal ini terlihat dari tiga aspek sebagai berikut :
a. Ditinjau dari aspek organisasi, BPN Deli Serdang sebagai pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang memadai terutama dari segi jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, koordinasi BPN dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa kurang berjalan dengan baik sehingga proses pelayanan pengurusan belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
b. Ditinjau dari aspek interpretasi, kejelasan petunjuk pelaksana dan teknis kebijakan standar dan pengaturan pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010, belum ditunjang dengan pemahaman yang baik oleh petugas maupun 

masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan tersebut.
c. Proses implementasi pendaftaran tanah di Deli Serdang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena adanya faktor penghambat diantaranya :
a. koordinasi antara pihak yang belum terbangun dengan baik.
b. sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah yang belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat,
c. sumber daya manusia BPN Deli Serdang yang belum maksimalnya jumlahnya untuk mengurus permohonan yang masuk
d. komitmen BPN yang dinilai masih rendah dalam malaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ada banyak faktor terjadinya kasus sertipikat ganda namun yang sering menyebabkan kasus sertipikat ganda adalah dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya, masyarakat itu sendiri atau pemilik tanah yaitu adanya itikad tidak baik dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri. Dari Pemerintah setempat atau Kelurahan, bahwa terjadinya kasus sertipikat ganda dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam artian sistem pemetaan dikarenakan masih kurang kelurahan yang memiliki peta atau sarana peta, persoalan dokumentasi data tanah di kelurahan. Selanjutnya yaitu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan tidak adanya data-data mengenai hak diatas tanah yang sudah lama berupa warkah tanah, selain itu terdapat oknum-oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dengan mudah menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam faktor yang seharusnya untuk menerbitkan sertipikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terlebih dahulu melihat pada buku induk tanah sebagai acuan telah diterbitkannya sertipikat tanah atau belum.
3. Dalam hal penyelesaian kasus sertipikat ganda terdapat dua cara penyelesaian yaitu melalui proses mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasusnya dan mencarikan solusi atau win-win solution, namun apabila tidak terdapat jalan keluar melalui proses mediasi maka di lakukan penyelesaian melalui proses litigasi atau penyelesaian kasus di pengadilan, dimana dalam hal ini keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai tergugat karena telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan apabila telah ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam membatalkan salah satu sertipikat tidak sah maka Pengadilan Tata Usaha Negara mewajibkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut sertipikat yang telah dinyatakan batal tersebut.
B. SARAN

1. BPN Deli Serdang perlu melakukan pembenahan organisasi secara khusus terhadap berbagai sumber daya seperti menambah jumlah pegawai BPN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, penyalahgunaan wewenang dan kedisiplinan dalam melaksanakaan tugas. Disamping itu, Pemerintah Deli Serdang perlu membangun suatu kerangka kebijakan pengelolaan administrasi pertanahan desa untuk dipergunakan sebagai pedoman pelayanan administrasi pertanahan yang dikoordinasikan dengan pihak BPN.
2. Seharusnya kasus sertipikat ganda setiap tahun dapat berkurang dan diharapkan akan tidak terjadi lagi kasus serupa apalagi telah ada system komputerisasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan diharapkan dalam proses pendaftaran sampai proses penerbitan sertipikat harus sesuai prosedur administrasi tanpa menyalahi asas administrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih sertipikat.

3. Diperlukan pengawasan terhadap petugas agar melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kode etik yang melekat pada diri petugas. Selain itu, BPN Deli Serdang perlu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada aparatur internal BPN, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Deli Serdang. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan media massa maupun sosialisasi langsung mendatangi masyarakat dengan melibatkan pemerintahan desa.
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1. Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak atas tanah?

“untuk dapat menertibkan sertipikat, masyarakat pemohon sertipikat harus mengikuti prosedur yang ada yaitu mengurus surat dan berkas persyaratan di kelurahan dan di kecamatan, mendaftarkan di kantor pertanahan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pembukuan hak dan terakhir adalah penertiban sertipikat tanah hak milik. Pengurusannya memang panjang dan tidak mudah tapi tetap harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah yang dimilikinya.”

2. Apakah ada pemeriksaan ulang oleh petugas untuk menghindari kekeliruan terhadap data atas permohonan sertipikat hak atas tanah?

“pemeriksaan pekerjaan dalam rangka pembuatan sertipikat tanah hak milik ini sangatlah penting agar terhindar dari kekeliruan.”

“berkas  permohonan atau dokumen dari satu tahap ke tahap selanjutnya selalu dilakukan pemeriksaan ulang. Dokumen dari petugas loket diperiksa ulang olehg petugas pelaksana subseksi sebelum diproses lanjut.

“semua ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan sejak dini , sehingga apabila ada berkas yang kurang lengkap atau data yang tidak benar, dapat segera diketahui untuk kemudian dilakukan perbaikan, dan jika memang kurang lengkap segera dilengkapi kekurangannya”.

3. Apakah tujuan dari penelitian bidang tanah dan bagaiman caranya?

“pembuatan sertipikat tanah hak milik terdapat suatu prosedur tentang penelitian bidang tanah, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yuridis tentang tanah yang menyangkut riwayat dan asal-usul tanah, siapa pemegang hak atas tanah, status tanah adakah pembebanan kepentingan umum seperti tower PLN misalnya”

Hal tersebut dimaksudkan bahwa didalam pengumpulan data yuridis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai status tanah, dipunyai dengan hak apa, siapa pemegang hak nya dan ada atau tidaknya hak tanggungan yang membebani serta ada tidaknya kepentingan umum, seperti tower PLN pada tanah itu. Disamping itu juga dilakukan penelitian tentang riwayat tanah, pengumpulan bukti kepemilikan tanah serta pemeriksaan terhadap keabsahan alat-alat bukti tersebut” 
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1. Apakah di Kantor Pertanahan Deli Serdang sering terjadi kasus sertipikat ganda?

“ Jarang sekali ada kejadian kasus sertipikat ganda”

2. Adakah kemungkinan terjadi kasus sertipikat ganda pada setiap kegiatan penertiban sertipikat hak atas tanah?

“tentu saja bisa soalnya dari penelitian, pemeriksaan kita anggap sudah memenuhi syarat untuk ditertibkan sertipikat ternyata dengan sebab tertentu telah ada pihak lain yang memegang sertipikat atas sebidang tanah tersebut”

3. Apakah yang menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda?

“penyebab adanya sertipikat ganda itu adalah adanya sebidang tanah yang dikuasai oleh dua orang, dimana kedua orang tersebut memiliki tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah berupa sertipikat yang ditertibkan oleh Kantor Pertanahan”.

4. Bagaimana Penyelesaian dari kasus sertipikat ganda?

“ penyelesaiannya tetap dengan sidang pengadilan untuk bagaimana sertipikat tersebut apakah di batalkan atau bagaimana kan nanti mengikuti hasil putusan pengadilan saja”
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1. Apakah di Kantor Pertanahan Deli Serdang sering terjadi kasus sertipikat ganda?

“ Ya sangat jarang sekali terjadi”

2. Adakah kemungkinan terjadi kasus sertipikat ganda pada setiap kegiatan penertiban sertipikat hak atas tanah?

“kemungkinan bisa saja terjadi tetapi itu sangat jarang terjadi”

3. Apakah yang menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda?

“sertipikat ganda bisa disebabkan karena adanya kesalahan ketika melakukan pengukuran dan pemetaan. Bisa saja pas melakukan pengukuran tidak teliti dalam melihat peta induk sehingga tidak mengetaui secara pasti batas-batas tanah tersebut.”

4. Apakah ada kemungkinan jika kasus sertipikat ganda tersebut disebabkan oleh kesalahan petugas Kantor Pertanahan?

“ Ya sangat mungkin sekali, bisa saja salah penentuan batas-batas tanah atau yang lainnya”
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1. Apakah di Kantor Pertanahan Deli Serdang sering terjadi kasus sertipikat ganda?

“tidaklah, kita sebagai instansi yang bertanggungjawab untuk menertibkan sertipikat tanah ya pasti melakukan penelitian sejak awal tentang asal-usul dan riwayat tanah sehingga dapat terhindar dari adanya sertipikat ganda”

2. Adakah kemungkinan terjadi kasus sertipkat ganda pada setiap kegiatan penertiban sertipikat hak atas tanah?

“bisa-bisa saja tapi sangat jarang terjadi untuk kasus sertipikat ganda di wilayah Kabupaten Deli Serdang ini.”

3. Apakah yang menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda?

“banyak faktor yang menyebabkan adanya sertipikat ganda, bisa dari pihak kantor pertanahan atau juga bisa dari pemilik tanah yang secara sengaja menunjuk batas-batas tanah yang tidak benar atau faktor lain sehingga sertipikat tersebut tumpang tindih.”

4. Apakah ada kemungkinan jika kasus sertipikat ganda tersebut disebabkan oleh kesalahan petugas Kantor Pertanahan?

“Ya mungkin Saja”
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